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ABSTRAK 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, 

termasuk bidang hukum. Penyelesaian sengketa secara online telah menjadi salah satu inovasi yang diterapkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan proses peradilan yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau. Jurnal ini bertujuan 

untuk meneliti penerapan hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa online di Indonesia, yang mencakup 

kerangka hukum, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan analisis deskriptif. 

 

Kata Kunci: Hukum acara perdata, penyelesaian sengketa online, teknologi informasi, pengadilan, Indonesia. 

 

ABSTRACT 

Advancements in information and communication technology have brought significant changes to various aspects of 

life, including the field of law. Online dispute resolution has become one of the innovations applied to meet the public's 

need for a faster, more efficient, and affordable judicial process. This journal aims to examine the application of civil 

procedure law in online dispute resolution in Indonesia, covering the legal framework, implementation mechanisms, 

as well as the challenges and solutions in its implementation. This research is conducted using a normative juridical 

method and a descriptive analysis approach. 
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PENDAHULUAN 

Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor 

hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya mengubah cara kita 

berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga mempengaruhi cara kita menyelesaikan 

sengketa. Salah satu inovasi penting dalam hukum acara perdata adalah penyelesaian sengketa 

secara online atau yang dikenal sebagai online dispute resolution (ODR). Penyelesaian sengketa 

online menawarkan alternatif yang lebih cepat, efisien, dan hemat biaya dibandingkan dengan 

litigasi konvensional.  

Tradisi litigasi konvensional yang melibatkan proses fisik di ruang sidang sering kali 

memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.1 Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang 

harus dilewati oleh para pihak yang berperkara, mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan para 

pihak, sidang, pembuktian, hingga putusan. Setiap tahapan ini dapat memakan waktu berbulan-

 
1 Masse, R. A., & Rusli, M. (2017). Arbitrase Syariah: Formalisasi Hukum Islam dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara 
Non Litigasi. Trust Media Publishing.  
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bulan atau bahkan bertahun-tahun, tergantung pada kompleksitas perkara dan beban kerja 

pengadilan. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, termasuk biaya pengacara, 

biaya administrasi pengadilan, dan biaya lain-lain, sering kali menjadi beban yang berat. 

Dengan hadirnya teknologi digital, banyak negara termasuk Indonesia mulai melihat 

potensi besar dalam mengintegrasikan teknologi ini ke dalam sistem hukum mereka. Online 

dispute resolution (ODR) merupakan salah satu bentuk integrasi tersebut, di mana proses 

penyelesaian sengketa dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan platform digital. ODR tidak 

hanya mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses litigasi, tetapi juga menawarkan 

fleksibilitas yang lebih besar bagi para pihak. Mereka dapat mengikuti proses penyelesaian 

sengketa dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang, yang tentunya sangat 

bermanfaat dalam situasi pandemi global seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. 

Kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa online di Indonesia telah mulai dibangun 

dengan adanya beberapa regulasi yang mendukung penggunaan teknologi dalam proses peradilan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi 

dasar hukum bagi penggunaan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

bidang hukum. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memberikan panduan yang 

lebih spesifik tentang bagaimana proses litigasi dapat dilakukan secara elektronik. 

Meski demikian, penerapan ODR tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama 

adalah infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa 

daerah, terutama di daerah terpencil, akses terhadap internet dan perangkat teknologi masih sangat 

terbatas. Hal ini tentu menjadi hambatan dalam penerapan ODR secara merata. Selain itu, literasi 

digital masyarakat yang masih rendah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat yang 

belum familiar dengan penggunaan teknologi dalam konteks penyelesaian sengketa, sehingga 

diperlukan edukasi dan sosialisasi yang intensif. 

Keamanan dan kerahasiaan data juga menjadi isu krusial dalam penerapan ODR. Proses 

penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online melibatkan pertukaran informasi dan data 

digital yang harus dilindungi dari ancaman kebocoran dan serangan siber. Pengadilan dan pihak-

pihak terkait perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data para pihak yang berperkara. 

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara 

pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur teknologi 

di seluruh wilayah Indonesia dan memberikan dukungan regulasi yang memadai. Pihak swasta 

dapat berkontribusi dengan menyediakan platform teknologi yang aman dan mudah digunakan, 

serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam 

proses hukum. Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat juga harus menjadi 

prioritas, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam penyelesaian sengketa. 

Jurnal ini akan membahas secara rinci tentang kerangka hukum, prosedur, serta tantangan 

dan solusi dalam penerapan penyelesaian sengketa online di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dan tantangan ODR, serta 

menawarkan rekomendasi praktis untuk mengoptimalkan penerapan teknologi dalam hukum acara 

perdata di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan 

pendekatan analisis deskriptif, dengan harapan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi 

pengembangan sistem hukum di era digital. 
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Melalui pembahasan ini, diharapkan juga dapat ditemukan solusi inovatif yang dapat 

diimplementasikan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, sehingga penyelesaian sengketa 

secara online dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia yang lebih modern, 

efisien, dan inklusif. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif. 

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum terkait, seperti undang-

undang dan regulasi terkait penyelesaian sengketa online. Pendekatan analisis deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa online, identifikasi tantangan, dan 

evaluasi solusi yang telah diusulkan. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara dengan 

pakar hukum. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang relevan dengan 

tujuan penelitian serta untuk mengevaluasi keefektifan solusi yang diusulkan. Dengan pendekatan 

ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 

penyelesaian sengketa online di Indonesia serta menawarkan rekomendasi praktis untuk 

penerapannya dalam hukum acara perdata. 

 

PEMBAHASAN 

Kerangka Hukum Peneyelesaian Sengketa 

Kerangka hukum penyelesaian sengketa online di Indonesia merupakan sebuah sistem 

yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan 

sengketa online atau yang sering dikenal sebagai sengketa di dunia maya, memerlukan pendekatan 

hukum yang adaptif dan komprehensif. Di Indonesia, kerangka hukum untuk penyelesaian 

sengketa online diatur dalam berbagai regulasi yang mencakup beberapa aspek penting. Di 

antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masing-masing 

regulasi ini memberikan landasan hukum dan prosedural yang penting bagi penyelesaian sengketa 

secara online. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

UU ITE merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai informasi dan transaksi 

elektronik di Indonesia. UU ITE memberikan landasan hukum bagi penggunaan teknologi 

informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. UU ini 

mencakup berbagai ketentuan yang relevan dengan sengketa online, seperti: 

1. Pengakuan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik  

UU ITE mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki 

kekuatan hukum yang setara dengan dokumen fisik dan tanda tangan konvensional. Hal ini 

memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara elektronik tanpa perlu dokumen 

fisik. 

2. Keamanan Transaksi Elektronik  

UU ITE mengatur tentang pentingnya keamanan dalam transaksi elektronik. Hal ini 

mencakup ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, serta kewajiban bagi 

penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem 

mereka. 
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3. Sanksi Pidana dan Perdata 

UU ITE juga mengatur mengenai sanksi pidana dan perdata bagi pelanggaran hukum yang 

terjadi dalam ruang lingkup elektronik. Ini termasuk kejahatan siber seperti penipuan 

online, pencurian identitas, dan berbagai bentuk kejahatan dunia maya lainnya. 

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan regulasi yang mengatur tata cara administrasi dan 

persidangan perkara secara elektronik di pengadilan. Perma ini dirancang untuk mendukung 

efisiensi dan efektivitas proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Beberapa 

ketentuan penting dalam Perma ini meliputi: 

1. Pendaftaran dan Pengajuan Dokumen Secara Elektronik 

Perma ini memungkinkan pendaftaran perkara dan pengajuan dokumen dilakukan secara 

elektronik. Hal ini memudahkan para pihak dalam mengakses layanan peradilan tanpa 

perlu hadir secara fisik di pengadilan. 

2. Persidangan Elektronik 

Perma ini mengatur bahwa persidangan dapat dilakukan secara elektronik melalui video 

conference atau platform lainnya. Ini sangat relevan dalam konteks penyelesaian sengketa 

online, karena memungkinkan para pihak yang berada di lokasi berbeda untuk mengikuti 

persidangan tanpa harus hadir secara fisik. 

3. Pengiriman Putusan Secara Elektronik 

Putusan pengadilan dapat disampaikan kepada para pihak melalui media elektronik. Hal 

ini mempercepat proses penyampaian putusan dan memudahkan akses para pihak terhadap 

dokumen putusan. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 

UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa 

(ADR) di Indonesia. UU ini juga mendukung penggunaan teknologi informasi dalam proses 

arbitrase dan mediasi. Beberapa ketentuan penting dalam UU ini meliputi: 

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

UU ini menegaskan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui 

arbitrase atau metode ADR lainnya seperti mediasi. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi 

para pihak untuk memilih metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 

2. Penggunaan Teknologi dalam Proses Arbitrase dan Mediasi 

UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan teknologi informasi, tetapi 

mendukung penggunaan teknologi dalam praktiknya. Banyak lembaga arbitrase dan 

mediasi di Indonesia yang telah mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi proses 

penyelesaian sengketa secara online. 

3. Finalitas dan Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase 

Putusan arbitrase yang dihasilkan melalui proses ADR memiliki kekuatan hukum yang 

final dan mengikat para pihak. Ini memberikan kepastian hukum dan mendorong 

penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan 

konvensional. 

 

Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Online 
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Penyelesaian sengketa secara online di Indonesia adalah suatu inovasi dalam sistem 

peradilan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses litigasi. Mekanisme ini 

dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, 

mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan, serta meningkatkan efisiensi administrasi peradilan. 

Proses penyelesaian sengketa online ini mencakup beberapa tahapan utama yang mirip dengan 

litigasi konvensional, namun dilakukan melalui platform digital yang telah disediakan oleh 

pengadilan. 

Tahap pertama dalam mekanisme ini adalah pengajuan gugatan secara elektronik. Pada 

tahap ini, pihak penggugat dapat mengajukan gugatan mereka melalui sistem elektronik yang 

disediakan oleh pengadilan. Penggugat harus mengisi formulir gugatan yang tersedia di sistem 

tersebut dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dalam format digital. 

Sistem ini memungkinkan penggugat untuk mengajukan gugatan kapan saja dan dari mana saja, 

selama mereka memiliki akses ke internet. Proses ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga 

mengurangi biaya perjalanan dan administrasi yang biasanya diperlukan dalam proses litigasi 

konvensional. 

Setelah gugatan diajukan, tahap berikutnya adalah pemanggilan dan jawaban secara 

elektronik.2 Pihak tergugat akan menerima pemanggilan melalui sistem elektronik yang sama. 

Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pemanggilan tersebut sampai kepada pihak tergugat 

dengan cara yang cepat dan efisien. Pihak tergugat kemudian dapat memberikan jawaban mereka 

melalui sistem elektronik, dengan mengisi formulir jawaban dan melampirkan bukti-bukti yang 

relevan dalam format digital. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi 

dan bertukar dokumen tanpa harus bertemu secara langsung, sehingga menghemat waktu dan 

biaya. 

Persidangan online merupakan tahap berikutnya dalam mekanisme penyelesaian sengketa 

online. Sidang dilakukan melalui video conference dengan menggunakan aplikasi yang disediakan 

oleh pengadilan. Hakim, penggugat, tergugat, dan kuasa hukum masing-masing pihak dapat 

berpartisipasi dalam sidang dari lokasi yang berbeda-beda. Video conference ini memungkinkan 

hakim untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mengajukan pertanyaan, dan 

berinteraksi dengan saksi atau ahli yang mungkin dihadirkan dalam sidang. Proses persidangan 

online ini memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan meskipun para pihak berada di lokasi 

yang berbeda, dan dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung. 

Tahap pembuktian dalam penyelesaian sengketa online juga dilakukan secara elektronik. 

Pada tahap ini, kedua belah pihak menyampaikan bukti-bukti dalam bentuk digital yang kemudian 

diperiksa oleh hakim secara online. Bukti-bukti ini dapat berupa dokumen, foto, video, atau bentuk 

lain dari media digital yang relevan dengan kasus tersebut. Hakim akan menilai keabsahan dan 

relevansi dari bukti-bukti yang disampaikan, serta memberikan kesempatan kepada kedua belah 

pihak untuk mengajukan argumen mereka terkait bukti-bukti tersebut. Proses pembuktian secara 

elektronik ini memudahkan hakim dalam mengelola dan meninjau bukti-bukti, serta mempercepat 

proses pengambilan keputusan. 

Tahap terakhir dalam mekanisme penyelesaian sengketa online adalah putusan pengadilan. 

Setelah semua tahapan sebelumnya dilalui, hakim akan memberikan putusan yang disampaikan 

melalui sistem elektronik kepada kedua belah pihak. Putusan ini disampaikan dalam bentuk 

dokumen digital yang dapat diakses oleh para pihak melalui akun mereka di sistem elektronik 

pengadilan. Proses ini memastikan bahwa putusan pengadilan dapat segera diterima oleh kedua 

 
2 Salim, A., & Muttaqin, E. B. (2020). Persidangan elektronik (e-litigasi) pada peradilan tata usaha negara. PAULUS Law Journal, 2(1). 



 

 

 
 
 

6 

Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 

2985-5624 (2024), 2 (9): 1–10                

http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura 

belah pihak tanpa harus menunggu pengiriman dokumen fisik. Selain itu, sistem elektronik juga 

menyediakan fasilitas untuk mengajukan banding atau permohonan peninjauan kembali jika salah 

satu pihak tidak puas dengan putusan yang diberikan. 

Penerapan penyelesaian sengketa online di Indonesia merupakan langkah maju dalam 

modernisasi sistem peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pengadilan dapat 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses penyelesaian sengketa. 

Namun, penerapan mekanisme ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perlunya 

infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan bagi para hakim dan staf pengadilan, serta 

perlindungan terhadap keamanan data dan privasi para pihak yang terlibat. 

Selain itu, keberhasilan penyelesaian sengketa online juga sangat bergantung pada 

penerimaan dan partisipasi aktif dari para pihak yang terlibat. Kedua belah pihak harus bersedia 

memanfaatkan teknologi digital dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan. Untuk 

itu, pengadilan perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat 

dan cara penggunaan sistem penyelesaian sengketa online ini. 

Dalam jangka panjang, penyelesaian sengketa online diharapkan dapat menjadi alternatif 

yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik itu sengketa perdata, 

sengketa bisnis, maupun sengketa lainnya. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan 

mekanisme ini, sistem peradilan di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat 

dan tuntutan zaman, serta mampu memberikan keadilan yang lebih cepat dan tepat bagi semua 

pihak yang mencari keadilan. 

 

Tantangan dalam Penerapan Penyelesaian Sengketa Online 

Penerapan penyelesaian sengketa online di Indonesia merupakan langkah progresif dalam 

memodernisasi sistem peradilan, namun tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi. 

Tantangan-tantangan ini meliputi infrastruktur teknologi, literasi digital, keamanan dan 

kerahasiaan data, serta kesiapan sumber daya manusia. Setiap tantangan memiliki implikasi yang 

signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa secara online, dan oleh karena 

itu, harus ditangani secara komprehensif dan strategis. 

Pertama, tantangan utama dalam penerapan penyelesaian sengketa online adalah 

keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah. Indonesia adalah negara 

kepulauan dengan distribusi geografis yang luas dan beragam. Di banyak wilayah, terutama 

daerah-daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi masih 

sangat terbatas. Keterbatasan ini mencakup jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak 

tersedia, kurangnya perangkat keras seperti komputer dan smartphone, serta infrastruktur 

pendukung lainnya seperti listrik yang tidak selalu tersedia. Kondisi ini menghambat pelaksanaan 

penyelesaian sengketa online, karena para pihak yang berperkara tidak dapat mengakses platform 

digital yang disediakan oleh pengadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi besar 

dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat pembangunan jaringan 

internet yang berkualitas dan terjangkau, serta menyediakan fasilitas teknologi yang memadai di 

daerah-daerah yang masih tertinggal. 

Tantangan kedua adalah kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat dan para pihak 

yang berperkara. Meskipun teknologi informasi telah berkembang pesat, tidak semua orang 

memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menggunakan teknologi tersebut secara 

efektif. Literasi digital mencakup kemampuan dasar seperti mengoperasikan perangkat elektronik, 
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mengakses dan menggunakan aplikasi atau platform digital, serta memahami cara kerja teknologi 

informasi.3 Banyak orang, terutama generasi yang lebih tua atau mereka yang tinggal di daerah 

pedesaan, masih belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal 

ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa online, karena para pihak yang 

berperkara mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengikuti proses litigasi secara 

digital. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan literasi digital 

secara luas kepada masyarakat. Pengadilan dan pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk menyediakan program pelatihan yang 

mudah diakses dan dipahami oleh semua kalangan. Selain itu, platform digital yang digunakan 

dalam proses penyelesaian sengketa online harus dirancang sedemikian rupa agar user-friendly 

dan mudah digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi 

digital. 

Keamanan dan kerahasiaan data merupakan tantangan penting berikutnya dalam penerapan 

penyelesaian sengketa online.4 Dalam proses litigasi digital, berbagai jenis data sensitif, termasuk 

informasi pribadi dan bukti elektronik, dipertukarkan dan disimpan secara digital. Risiko 

kebocoran data dan serangan siber menjadi ancaman yang nyata dan dapat merusak integritas 

proses hukum. Kebocoran data dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kelemahan dalam 

sistem keamanan teknologi, kelalaian pengguna, atau serangan siber yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk menjaga integritas dan kerahasiaan proses hukum, 

pengadilan harus memastikan bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan memiliki tingkat 

keamanan yang tinggi. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, autentikasi ganda, serta 

perlindungan terhadap serangan malware dan hacking. Selain itu, pengadilan perlu menerapkan 

kebijakan dan prosedur yang ketat terkait pengelolaan dan penyimpanan data, serta memberikan 

pelatihan kepada staf dan pengguna mengenai praktik keamanan siber yang baik. Kerja sama 

dengan lembaga keamanan siber dan penyedia teknologi juga dapat membantu dalam 

mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan yang mungkin timbul. 

Terakhir, kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak kalah penting 

dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa online. Pengadilan dan aparat hukum harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menggunakan teknologi informasi dalam 

proses litigasi. Banyak hakim, jaksa, dan petugas pengadilan yang mungkin belum terbiasa dengan 

penggunaan teknologi digital dalam pekerjaan mereka. Kekurangan ini dapat menghambat 

efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa online. Untuk mengatasi tantangan ini, 

pengadilan perlu menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan bagi 

seluruh staf dan aparat hukum. Program ini harus mencakup berbagai aspek penggunaan teknologi 

informasi, mulai dari dasar-dasar penggunaan perangkat elektronik hingga pemahaman mendalam 

tentang platform litigasi digital dan keamanan siber. Selain itu, pengadilan juga perlu mendorong 

inovasi dan adopsi teknologi baru yang dapat mendukung proses penyelesaian sengketa online, 

serta membangun budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan kemajuan teknologi. 

Secara keseluruhan, penerapan penyelesaian sengketa online di Indonesia menghadapi 

berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk diatasi. 

Infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan literasi digital, keamanan dan kerahasiaan 

data, serta kesiapan sumber daya manusia adalah faktor-faktor kunci yang harus diperhatikan dan 

 
3 Nurjanah, E., Rusmana, A., & Yanto, A. (2017). Hubungan literasi digital dengan kualitas penggunaan e-resources. Lentera Pustaka, 3(2), 117-

140. 
4 Aziz, M. F., & Hidayah, M. A. (2020). Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia untuk Fasilitasi 

Penyelesaian Sengketa E-Commerce. RECHTSVINDING: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2). 
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ditingkatkan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat memanfaatkan potensi 

penuh dari teknologi digital untuk memperbaiki sistem peradilan, memberikan akses yang lebih 

luas kepada masyarakat, dan mewujudkan keadilan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif. 

Pengadilan dan pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan 

masyarakat sipil, untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam 

menghadapi tantangan-tantangan ini. Dengan komitmen dan usaha bersama, penyelesaian 

sengketa online dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan peradilan yang lebih 

baik di Indonesia. 

Solusi untuk Mengatasi Tantangan 

Mengatasi tantangan dalam penyelesaian sengketa online di Indonesia memerlukan 

pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil 

adalah peningkatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah 

perlu berinvestasi dalam pengembangan jaringan internet yang cepat dan andal, terutama di daerah 

terpencil yang masih memiliki akses terbatas. Infrastruktur yang memadai akan memastikan 

bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dapat berpartisipasi tanpa 

hambatan teknis. Selain itu, infrastruktur yang kuat akan mendukung penggunaan berbagai 

platform teknologi yang diperlukan untuk menyelenggarakan sidang online, mengelola dokumen 

digital, dan komunikasi antara para pihak yang terlibat. 

Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat menjadi hal yang sangat 

krusial. Edukasi dan pelatihan tentang penggunaan teknologi informasi perlu ditingkatkan, baik 

bagi masyarakat umum maupun bagi aparat hukum yang terlibat dalam proses litigasi. Dengan 

pemahaman yang baik tentang teknologi, masyarakat akan lebih siap dan nyaman dalam mengikuti 

proses penyelesaian sengketa secara online. Aparat hukum yang terlatih juga akan lebih efektif 

dalam menggunakan alat dan platform digital yang diperlukan dalam litigasi, sehingga proses 

dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien. 

Penguatan keamanan siber juga merupakan aspek penting dalam mendukung penyelesaian 

sengketa online. Sistem keamanan yang kuat diperlukan untuk melindungi data dan informasi yang 

digunakan dalam proses tersebut. Pemerintah dan pihak terkait harus mengimplementasikan 

protokol keamanan yang ketat untuk mencegah akses tidak sah, pencurian data, dan serangan siber 

lainnya yang dapat mengancam integritas dan kerahasiaan informasi. Teknologi enkripsi dan 

sistem otentikasi yang canggih perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua data yang 

dipertukarkan dan disimpan dalam proses penyelesaian sengketa online tetap aman. 

Kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki teknologi canggih juga dapat menjadi 

solusi efektif dalam mengatasi tantangan ini. Pemerintah dapat menggandeng perusahaan 

teknologi yang memiliki pengalaman dan infrastruktur yang mumpuni untuk mendukung 

pelaksanaan penyelesaian sengketa online. Kolaborasi ini dapat mencakup penyediaan platform 

digital yang user-friendly, pengembangan aplikasi khusus untuk proses litigasi, dan dukungan 

teknis lainnya yang diperlukan. Pihak swasta juga dapat berkontribusi dalam pelatihan dan edukasi 

teknologi bagi masyarakat dan aparat hukum, sehingga seluruh ekosistem penyelesaian sengketa 

online dapat berfungsi dengan optimal. 

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, tantangan dalam penyelesaian sengketa online 

di Indonesia dapat diatasi dengan lebih efektif. Peningkatan infrastruktur teknologi, edukasi dan 

pelatihan, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi dengan pihak swasta akan memastikan 

bahwa proses penyelesaian sengketa online berjalan dengan lancar, aman, dan efisien, memberikan 

manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat. 
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SIMPULAN 

Penyelesaian sengketa online merupakan inovasi penting dalam hukum acara perdata di 

era digital. Transformasi ini tidak hanya menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien 

dibandingkan dengan proses litigasi konvensional, tetapi juga membuka peluang baru bagi akses 

keadilan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang 

memiliki keterbatasan mobilitas. Meskipun demikian, implementasi penyelesaian sengketa online 

di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang harus diatasi untuk memastikan 

keberhasilan dan keberlanjutannya. 

Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas dan 

komprehensif. Kerangka hukum ini harus mencakup regulasi yang mengatur prosedur, hak dan 

kewajiban para pihak, serta standar operasional yang harus dipatuhi dalam proses penyelesaian 

sengketa online. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi informasi di seluruh wilayah 

Indonesia menjadi faktor kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa jaringan internet yang cepat 

dan andal tersedia hingga ke pelosok negeri, sehingga semua pihak yang terlibat dalam sengketa 

dapat berpartisipasi tanpa hambatan teknis. 

Keamanan siber menjadi isu krusial lainnya yang tidak boleh diabaikan. Perlindungan 

terhadap data dan informasi yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa harus menjadi 

prioritas utama. Pemerintah dan pihak terkait harus mengimplementasikan protokol keamanan 

yang ketat, seperti teknologi enkripsi dan sistem otentikasi yang canggih, untuk mencegah 

ancaman siber yang dapat merusak integritas dan kerahasiaan informasi. 

Penelitian lebih lanjut dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan bahwa sistem 

penyelesaian sengketa online dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang sesuai dengan 

kebutuhan zaman. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap efektivitas, efisiensi, dan 

keadilan yang diberikan oleh sistem ini, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan 

inovasi lebih lanjut. 

Dengan penerapan kerangka hukum yang jelas, peningkatan infrastruktur, edukasi, dan 

keamanan siber yang memadai, serta dukungan kolaborasi dengan pihak swasta, penyelesaian 

sengketa online memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi 

masyarakat Indonesia. Sistem ini dapat memberikan keadilan yang lebih cepat, biaya yang lebih 

rendah, dan akses yang lebih luas bagi semua pihak yang berperkara, sehingga berkontribusi pada 

peningkatan kualitas pelayanan hukum di Indonesia. 
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